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KONFIGURASI POLITIK, KARAKTER KEBIJAKAN, DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Eny Haryati, J. Nasikun & Moeljarto Tjokrowinoto ”

Tantangan vang dihadapi oleh negara-negara baru yang lahir pasca Perang Dunia 11 sebagai
hasil proses dekolonisasi adalah merumuskan model masyarckat yamg diinginkan dan
menentukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya, karemanya negara-negara ifu
perlu melakukan pembangunan, yaitu a concious and institutionalized attempt at soctetal
development Tantangan selanjutnyve, dalam perjalanan mewufudkan kondisi mastonal yvang
diangeap lebih baik itw adalah bagaimana negara fersebul mampu mengarahkan
pembangunannyva pada terwajudnya “pertumbuhan ekonomi" yang finggi sekaligus ferciptanya
‘pemerataan”. Apubila dus hal fersebut mampu diwajudkan oleh suatu negara Secara
hersamaan, moka itu merupakan salah satu indikasi bahwa pembangunan di negara tersebut
mempurtvai  kinerja vang baik. Akan fetapi kenvetaannya tidak semua negara mampu
mewufudkan dun hal tersebut secara simulian.
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Pendaholuan Tantangan mlan]nmra dalam pﬂ]ﬂlﬂ.ﬂﬂn
Tantangan yang dihadapi olch negam-negara
baru yang lahir pasca Perang Dunia 11 sebagm
hasil proses dekolonisasi adalah merumuskan
mode! masyarakat vang diinginkan dan

menentukan langkah-langkah strategis uniuk  “pemerataan”. Apabila dua hal terssbut

mewujudkannya, karenanya negarm-negara i
perlu  melskukan  pembangunan, yaitu a
concious and institutionalized  atternpt at
socictal development (Mismu, 1981 dalam
Tijokrowinoto, 1996 : 1), Pada konteks ini
pembangunan  merupakan perubahan dan
kondisi nasional yang satu (one state of
national being) menuju ke kondisi nasional
lain yang dianggap lebih baik (more value),
h baik (more value), dengan kata lain
pembangunan menyangkut proses perbaikan
(Seers, 197% Katz, 1980; dalam
Tiokrowinoto, 1987 : 3),

maripu divwujudkan oleh suatu negara secara
bersamaan, maka itn merupakan salah satu
indikasi bahwa pembangunan di negara
terscbut mempunyai kinerja yang baik. Akan
tetapi kenyataannya tidak semun negam
mampu mewnjudkan dua hal tersebut secara
simultan. Berdasarkan pengamatannya di
sejumlah  negara  berkembang  Jazairy
menyimpulkan bahwa ada negara  yang
mampu mewnjodkan pertumbuhan ekonomi
sekaligus pemerataan, ada kalanya suatu
negara hanya berhasil mewnjudkan perfum-
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buhan eckomomi tetapi gapal dalam
mewujudkan pemerataan, dan ada pula suatu
negara vang gagal dalam mewujudkan kedua-
duanva (Jazairy, 1992 : 6-T).

Sebagal suatn negara baru yang lahir pasca
Perang Dumia Il Indonesia juga menghadap:
Lantan gan VEng demikian, maka
“pembangunan nasional” didaulat seabgai
sebuah pilihan kebijakan, yang diharapkan
dapat menghantar rakyal bangsa ini menuju
kemajuan di berbagai sektor kehidupan dan
pada saal vang sams masalah kemiskinan
dapat tersclesaikan (Aziz, 1994). Oleh karena
ilu pembangunan nasional memual baik
kebijakan dalam skala makro maupun
kebijakan langsung  (direct-attack)

Setclah  direct-aitack -bersama  kebijakan
pembanguman Jam dalam  skala  makro-
diimplementasikan selama lebih dan 50
tahun, ada indikasi twjuan otamanya yakni
menanggulangi  kemiskinan tidak  dapat
dicapai. Prestasi pertumbuban ckonomi raa-
rala 6-7% per tahun (BPS, 1996) yang diikuti
tunmnya jumlah penduduk miskin dari 542
Juta jiwa pada tahun 1976 menjadi 22,5 juta
jiwa pada wahun 1996 (BPS, 1998%). olch
manifestasi dari efektifyva kebijakan ini;
akan tetapi kqumn tersebut  akhimya
bergeser. Pergeseran ini terjadi karena di
tengah-tengah pertumbuban ckomomi yang
unggi dan penurunan jumlsh penduduk
pembangunan tidak tercipta (Budiman, 1982)
Ditambah dengan fakta yang terjadi pasca
jumiah penduduk miskin meningkat drastis

menjadi 49,5 juta jiwa (BPS, 2001, dalam
Mubyarto, 2003).

Terjadinya kesenjangan sosial pada saal
pertumbuhan ekonomi tinggl mencerminkan
bahwa asumsi inckle-down effect tidak
terjadi dan pertumbuban ekonomi hanya
dinikrnati oleh lapisan masyarakat tementu
(Tjokrowinoto, 1996). Sedangkan drastisnya
peningkatan jurnish pendudok miskin pasca
krisis ekonomi menjadi indikasi babwa ketika
Jjumlah penduduk vang berada di bawah gans
kemiskinan dinyatakan tumn, sesunggubnya
Jumiah penduduk yang “tepat” dan “sedikit
berada di atas™ garis kemiskinan jumlahnya
cubup besar (MasToed, 1999 141). Golongan
penduduk ini rentan olelt goncangan keadaan
dan berpeluang besar “tegebak™ lagi dalam
kemiskinan (Chambers, 1987 : 1450 Saat
itulah banyak kalangan —yang dimotori olch
para akademisi dan aktivis Lembaga Swadaya
Masyamakat- menduga bahwa program-
program pembangunan vang dimncang ontuk
mienangulangi kemiskinan belum efekiif.
Pertanyaan besar Vang lahir kemuodian adalah
: “Mengapa kecbijakan pembangunan -
termasuk di dalamnya kebijakan
penangpulangan  kemiskinan- vyang telah
gekian  lama  diimplementasilkan hlm:u
mencapai  keberhasilan 7 Berangkat dan
pertanyaan ini, penolis ingin mengkaji salah
satu kebijakan penanggulangan kemiskinan
vang pernah ditmplementusikan di Indonesia
yakni “Pembangunan Masyarakal Dﬁa
Pilihan

kdn_ﬁkanmg“nmumﬂ“dalammmah
wilavah Im‘bnma, (2) memeriukan alokasi

sumberdaya (dana dan sarana) vang besar; (3)
4
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dilengkapi dengan kelembagaan yang juga
besar, dari tingkat pusat sampai kecamatan di
scluruh wilayah Indonesia; (4) jangkauan
programnya luas, mencakup scluruh scktor

kehidupan; (5)  dilaksanakan di rentang
waktu  relatif lama  (sejok pasca
kemerdekaan), dan (6)  kebijakan ini

merupakan bagian tak terpisah dan program
community development yang diprakarsi
olch Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam
mngka membangun masyarakat di negara-
negara Dumia Ketiga (PBB, 1956, dalam
Batacharya, 1972 : 2)
Tulisan ini menyajikan hasil kajian diskronik
terhadap implementasi PMD di Indonesi
datam kurun wakiu 1943-1997 dan secara
klmsus mengkaji  bagaimana  karakter
kebijakan PMD, apa vang mempengaruhi
karakter tersebut, dan bagaimana penga-
mhnya terhadap efektivitas penanggulangan
Iﬂ:mnlﬂnim guna menjawab pertanyaan besar
“Mengapa upaya menanggulangi kemis-
Kiman belum dapat mencapai keberhasilan 7"
Kerangka teon dan data vang disajikan
dalam mlisan ini sebagian besar terdapat pada
disertasi penulis (Haryati, 2003 ).

Konfigurasi Politik

Konfigums poliik mempakan susunan
atsu konstelasi kekuatan politik yang dibagi
menjadi dua konscp yang berientangan secara
diametral.  yaiu  konfigumsi  politik
“demokratis” dan “otoriter”, yang keduanya
dibedakan secara dikotomis (Carter & Herz,
1980, Danrendorf, 1986; dalam Mahfud,
1998 :24).

Dalam kerangka ini konfigurasi politik
demokratis dimaksudkan sebagai susunan
sistem politik yang membuka kmm
bagi partisipasi makyal dalam  ikul
menentukan  kebijakan publik. Partisipasi
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ditentukan atas dasar mayoritas aleh wakil-
mlmmmmm

politik yang memungkinkan negara berperan
Konfipurasi ini ditandai oleh dorongan elit

pimpinan  négara  unfuk  mencntukan
kebijakan publik dan dominasi kekuasaan
politik olch elit politik yang kekal serta di
balik semma itm ada doknin yang
membenarkan berlangsungnya  konsenirasi
kekuasaan (Carter & Herz, 1980, dalam
Mahfud, 1998 : 25). Untuk mengetahm
apakah konfigorasi politik itu demokraiis
atau otoriter dapat divkur dari - (1) peranan
partai politk dan badan perwakilan rakyat,
(2) kebebasan~ pers, dan (3) peranan
pemerintah (Mahfud, 1998).

Berdasar konsep tersebut dapat diketahui
balwa konfigurasi politik  berhubungan et
dengan kehijakan publik Bahkan Easton
berkeyakinan bahwa setiap kebijakan publik
adalah produk dan sisiem polilik, schingga
scsunguhnya kebijakan pembangunan tidak
pemah steril dari kepentingan politik; oleh
karcnanya  kebijakan publik dapat dipahami
scbagai respon sisiem politk terhadap
kekustan lingkungan (Easton, 1953). Hasil
penclitian Mahfud (1998) terhadap kasus
vang lerjadi di Indonesia  menunjukkan
bahwa konfigurasi  politlkk  sangat
menentukan  karakter produk  hokum
Berangkat dari dua pandangan i dapat
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politik Konfigurasi politik yang berlaku di
suaty negara pada kurun wakiu terieniu
sangat menentukan karakter kebijakan vang
Ishir di negara itu pada kuron wakiu tersebut.

Karakter Kebijal
Bangun ideal kebijakan pembangunan
masyarakat ke amh vang lebih baik
Kebijakan demikian semata-mata beronientasi
kepada kepentingan masyarakat (Mism,
1981). Apabila kebijakan tersebul kebijakan
idealnya tentu dapat dicapainya peningkatan
kualitas hidup keluarga miskin, dan kebijakan
semata-mata beronientasi képada kepentingan
masyarakat miskin. Kebijakan demikian
disebut sebagai kebijakan yang “responsif”
vang biasanya didokung oleh birokrasi yang
responsif pula (Bryamt & White, 1982
Schaliknya bila kebijakan vang dimncang
umtuk  menanggulangi  kemiskinan tidak
mnwnpaﬂm h:pmtmgan masyarakat
miskin schagai orientasi  ulama, bahkan
kebijakan lebih mencerminkan visi elit politik
dan keinginan policy maker, maka kebijakan
demikian disebut schagai kebijakan yang
“ortodoks” (Mahfud, 1998 : 25). Uniuk
mengetahmi  apakah  sustu  kebijakan
pembangunan  berkarakier responsif  atau
ortodoks dapat diukur setidaknya dan tiga
indikator : (1) dasar dan orientasi kebijakan,
(2) pilihan program, (3) penataan
kelembagaannya (Anderson, 1979, Bromley,
1'935', UNDP, 1996). Asumsi vang dibangun
dalam kajian imi adalah : karakier kebijakan

PMD vang responsif cendenmg mendukung
dicapainya  efektivitas  penanggulangan
kemiskinan, dan  sebalikoya  karakier
kebijakan PMD yang orodoks cenderung

tidak mendukung efektifnya penanggulangan
kemiskinan. Untuk mengetahui  apakah
penanggulangan  kemiskinan  cenderung
efelktif atau tidak dinkur dan : (1) penurumnan
jumlah penduduk miskin, (2) pemerataan, (1)
ketahanan penduduk terhadap kemiskinan
1492 Jarairy,

Periode Demokrasi Liberal (1945-1959)

Setelah i kemerdckaan di
Indonesia terjadi pembalikan arah konfigurasi
politik dari otoriter menuju demokratis dan
dapat diidentifikasi sebagai “‘Demokras
Liberal™. Pada periode ini sempat berlaku tiga
macam  konstitusi, yaitu UUD 1945
Konstitlusi RIS, dan UUDS 1950, tetapi
konfigurasi politik vang ditampilkan dapat
dikualifikasikan sebagai konfigurasi politik
demokratis.

Sejarah mencatat bahwa pada peniode
ini pariai politik dan lembaga perwakilan
mkyal memegang peranan dominan dan
berkedudukan  amiat  kual,  Kehidupan
kepartaian pada masa ini didasarkan pada
Maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945
yang menganut sistem banyak partai. Partai-
partai di dalam parfdemen berada di alas
kedudukan pemerintah. Anggota parlemen
mempunyai kemampuan mengaktualisasikan
kepentingan mkyat dan partai  yang
diwakilinyn. Periode ini disebut sebagai
paling  dcmokmtis  dalam sejarah
pemeriniahan di Indonesia (Mahfud, 1998).

Pada periode ini  pers mendapal
kebebasan secara proporsional, meskipun
menurul Edward C Smith pada masa ini
senantiasa terjadi tindakan anti pers oleh
pmmmhmpl pers Indonesia pada periode

ini dapal sccara proporsional menikmati
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kebebasannya, pers dapat menjadi media
corong pemerintzh (Mahfud, 1998)
Pada peniode ini pola hubungan antara

:93). Kondisi pemerintah saat itu juga disebut
schagai pemerintahan partai-pantai (Wilopo,
1976). Teratama pada era berlakunya UUDS
1950, parai-partai sering menjatuhkan mosi
tidak percaya kepada kabinet (Feith, 1978 ¢
41) Pada masa ini pemerintah  tidak
mendominasi kekuasaan negara

Kebijakan PMD pada periode ini
cendderung berkarakier responsif. Pada masa
itu konsep-konsep yang berkembang dalam
wacana akademik (community development)
dijadikan landasan kebijakan  Konscp
terschut divakini oleh para akademisi tingkat
dunia, dapat menghantarkan raloyat di negara-
negarn Dunia Ketiga ke dalam kehidupan
yang lebih baik (Ruopp, 1953 : 16; Milburn,
1954 ; 1), Adapun latar belakang lahimya
kebijakan PMD adalah keinginan vang luat
untuk  menghapus  penderitaan  rakyat,
schingga kebijakan ini memang berorientasi
kepada kepentingan masyarakat miskin (
Kanawirja, 2000, Sukirman, 2001),

Bentuk program PMD pada masa ini
masth berups persiapan-persiapan, meliputi :
(1) pasca kemerdekaan dilaksanakan program
mass education, disusul program perbaikan
kesehatan mayarakal pada tahun 1948, (2)
pada masa kabinet Halim tahun 1950
dibenink kementerian Pembangunan
Masyamkat; (3) pada tahun 1954 pemerintah
mengundang fenaga ahli PBE  untuk
menjelaskan tentang apa dan bagaimana
community development; (4) pada tahun
1955-1936 pemerintah mengirimkan delegasi
studi banding ke sejumlah negara vang telah
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terlebih dahulu melaksanakan commumity
dnelnpmmt; (5) pada bulan Mei 1956

diselenggarakan Konferensi Besar PMD; (6)
17 Agustus 1956 dicanangkan secara resmi
implementasi PMD; (7) Pada Tahun 1957
Program Pembangunan yang Begangka Lima
Tahun mencantumkan PMD, atas usulan
DPR pada tangggal 20 Aprl 1956, (8)
diimplementasikan program PMD vang
didukung oleh PP Nomor 2 tahun 1957
tentang Organisasi Penyelengparan PMD
dan UU NO 85 Tahun 1958 tentang Rencans
Pembangunan Lima Talmn 1956-1960 yang
dalam bab XV1 secara khosns memuoat PMD

PMD pada masa itu tidak menganut azas
uniformity, Secara stukiural lembaga-
lembaga pemerintah yang menangani PMD
memang  seragam, telapi ity scbatas pada
strulkitur &an format lembaga, tidak pada

sesual  perkembangan  di  masing-masing
daerah. Sejumlali narasumber dalam studi ini
memberikan  kesaksian bahwa  peride
demokrasi liberal merupakan periode dimana
bottom-up planning menjilma ke dalam
bentuk yang paling sempuma dalam sgjarah
perencanaan  pem di Indonesia
(Kartawirja, 2000; Siagian, 2001, Maskun,
20001, Sukirman_ 2001),

Pada periode ini  penanggulangan
kemiskinan cenderung tidak efektif. [ni bisa
kepemilikan tanah (saat itu belom ada data
tentang jumlah penduduk miskin), Ada
kecenderungan penurunan Inas kepemilikan
tanah atas petoni miskin, yang mermpakan
salah satu indikasi bahwa terjadi proses
pemiskinan petani nuskin pada masa il
(Tjondronegoro & Wiradi, 1984: 162-163;
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Fauzi, 1999: 125). Di pulan Jawa misalnya,
petani yang memiliki lahan kurang atau sama
dengan 0.3 hekiar jumlahnya meningkal dari
70% pada tahun 1939 menjadi 89% pada
tabun 1959 (Taochid, 1952 : 126, dalam
Fauzi, 1999; Prayitno & Arsyad, 1987 : 34).
Adapun data tentang pemeratann dan
ketahanan penduduk terhadap kemiskinan
pada periode ini tidak berhasil dikumpulkan.

Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Periode Demokrasi lerpimpin  yang
dimwali olch lahimova Dokrit Presiden 5 Juli
1959 menupakan periode  berlakunva
konfiguram politik otoriter, vang didulung
oleh  birokrasi sentralistis dan  kekuasasn
mutlak di tangan Presiden Soekamno.
Demokrasi Terpimpin mernpakan
pembalikan toial dan Demokrasi  Liberal
vang sangal ditenfukan oleh sistem politik
partai-pariai melalui pertarungan free ﬁgh.'
(Mahaimin, 1991 42). Pada penode imi
kedudukan panai dan lembaga perwakilan
rakvat sangal lemah.  schaliknya Presiden
schagai Kepala pemerintahan berkedudukan
sangal kual, dan kebebasan pers dapal
dikatakan tidak ada (Mahfud, I'}‘JR].

Dekrit Presiden § Juli 1959 mendapat
duluingin dan Angkatan Daral dan Presiden
Sockarno, karena kedoanya —sama-sama

mempunyai atas berlakunya
kembali UUD 1945. Angkatan Damt
mendukung kembali UUD

pemberiakuan
1945 karena kmmwmbuimmhu'l
kelompoknya

dekrit, Presiden Soekamo sudah menyatakan
uniuk menguburkan partai-partai politik yang
dianggapnya menjadi “penyakit * bagi bangsa
(Feith & Castles, 1988 : 63-64); sehingga
logis jika mulcipmmmmfnmm]ke&him
m-pnummhadammmmmbs

anti pers sejak tahun 1957 (ketika Presiden
Sockarne mulai  melontarksn  gagasan
Demokrasi Terpimpin) sampai  tahun 1965,
vang flerdiri  ats  kasus  penahanan,
memenjaraan dan pembreidelan (Smith, 1983
: 273).

Posisi eksekonf di bawah kepemimpinan
Presiden Sockamo pada masa Demokrasi
Terpimpin sangai kuat. Presiden mengontrol
semua  spektrum  politik  nasional  untuk
mendukung  gagasan  politiknys  dengan
menggunakan Dewan Perimbangan Agung
(DPA) schagai alatwhng handal Dewan vang
memnurut UUD 1945 schenamya merupakan
counell of state ini telah diberi peranan besar
dalam bidang pemerintahan; dan lembaga
vang scbenarnva  berkedodukan  sederajat
dengan cksekutil im teryata dipimpin sendini
oleh Presiden Sockamo (Suny, 1983 @ 218).
DPA yang dipimpin Presiden Soekamo ini
juga diberi wewenang untuk secara mutlak
memberikan  pertimbangan bagi  setiap
rencana Undang-Undang yang akan disun-
paikan kepada DPR (Mahfud, 1998 : 310).

Pada peringatan hari ulang tahun
proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1959
Presiden mengemukakan pidato  tentang
prnsip-prinsip  kepemimpinannya. Fidato
terschut dinamakan “Manifesto Politik™ yang
kemudian terkenal dengan USDEK (UUD
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1945,  Sosialis Indonesia, Demokrasi
Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan
Kepribadian Indonesia). Melalui Demokrasi

i berimplikasi terhadap hampir seluruh
kebijakan pembangunan termasuk kebijakan
PMD, mulai dan orientasi kebijakan, pilihan

memberikan perhatian kepada kepentingan
politik  pemerintah dan  pada upaya
meringankan bebun sosial, ekonomi, dan
poliik yang didenta oleh rakyai Secam
ckonomis dan politis masyatakat dikerahkan
untuk mendukung kepentingan Presiden;
akibainya perhatian kepada peningkatan
kesejahteraan masvarakat menjadi berkurang
(Sanit 1985 © 8-Y) Ketika itu ada Dewan
Perancang Nasional yang beranggotakan 70
orang . berasal dari berbagai kalangan
bertugas MICHyUSUN  rencana pembangunan.
Namun lcmbaga ini tidak berdaya untuk
mengakiuvalisasikan kepentingan masyarakat
(terlebih masyarakai miskin), karena dalam
mienentukan kebijakan  pembangunan
lembaga ini dikendabkan oleh Presiden
(Muhaimin, 1991 : 43). Rencana
Pembangunan Masional Semesta Berencana
Delapan Talun 1961-1969 maupun Deklarasi
Ekonomu  misalnya, tidak menempatkan
kepentingan masyarakat miskin  sehapai
pertimbangan utamanya (Muohaimin,d 1991).
Prinsip-prinsip community development yang
scharusnya menjadi pijakan kebijakan PMD,
ketika ifu tidak lagi menjadi pertimbangan
utama  Para- pejabat pemerntah  dan
perencana  pembangunan yang membidang
tugas dalam PMD pun tak berdaya oleh arus
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iﬂlﬁ!kﬂhﬂdm,kmmﬂﬁﬁdmmmg
m sengaja mencrapkan  model
kepemimpinan yang terpusat dan terkendali
(Lev, 1966, Sukinman, 2001).

Segera sctelah Demokrasi Terpimpin
diberlakukan, lahiriah PP Nomor 15 Tahun

Nomor 2 Tahun 1957. PP ini telah merubah
kelembagaan dan arah kebijakan PMD secara
mendasar. Dengan mengacu pada Rencana
Pembangunan MNasional Semesta Berencana
Delapan Tahun 1961-1969, PMD diarahkan
untuk mendulung kepentingan
pembangunan eckonomi makro. Program-
program  PMD kala itu didominasi oleh
program  industrialisasi berat dan proyek-
proyek  percontohan  berskala  besar,
diantaranya adalah : pabnk Superfosfat di
Cilacap, pabrik Peleburan Baja di Cilegon,
pabrik Semen dan Gula di berbagai tempat
serta sejumlah proyek percontohan (Dirjen
PMD Depdagri, 1998 :16). Pada suasana
ekonomi politik demikian PMD pada era ini
lidak menjilma ke dalam program-program
yang spesifik, uluh dan manifes (Lev, 1966;
Sjahrir, 1986). Gerakan besar-besaran untuk
membangun desa yang digaungkan pada
masa ini lidak disemangati olch nilai-nilai
membangun rakyat kecil, akan tetapi lebih
merupakan ekspresi dari ambisi seorang
kepala negara dalam upava memperkokoh
kekuasaannva, Ada  indikasi  rencana
pembangunan  yang  disusun  sengaja
dirancang scbagai rencana yang utopis, yang
meski  ftelah  diyakini tidak akan bisa
terwujud, namun dibarapkan dapat memiliki
kekuatan dahsym dalam membangun
publik kepada
mmmskﬂpmmmmmgpathmluu
sudah mulai goyah.
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Di rentang tahun 1959-1966 struktur
kelembagaan PMD mengalami perubahan
empat kali. Perubahan vang dilakukan secara
iens menerus ini Semuanya menganut sistem
kelembagasn  semtralistis, dikelola sccara
terpusat dan terkendali (Kepres Nomor 214
tahun 1964), Perubahan ini juga telah
membuat  para  pejabat  tidak sempat
memumnjokkan  kneranya, karena scmng
dengan perubahan tersebul mutasi besar-
besaran selalu dilakukan (Maskun, 2001). PP
Nemor 15 Talion 1960 juga lﬂﬂn

menghantar  tumbub  subumya  fop-down
planning dalam PMD, tanpa sedikitpun
mendapal  perawanan dan  orgamisasi
kemasyarakaian di tingkat bawah, karena
ketidaktahnan dan ketidakberdayaan mereka
(Kartawirya, 2000).

Pada masa Demokrasi Terpimpin tidak
ierjadi perbaikan kuoalitas hidup masyarakat
Kehidupan rakyat kecil justru relatif lebih
sengsara darn pada masa-masa scbelumnya,
Hasil studi vang dilakukan oleh Dorodjatun
Kuntjoro-Jakti menonjukkan bahwa pada
masa itu lerjadi  proses  pemiskinan
masyarakat, ditandai : (1) memburuknya pola
kepemilikan tanah, divker dar = makin
buruknya perbandingan Iuas tanah dan
jumlah anggola keluarga antara keloarga
kaya dan keluarga miskin; (2) meningkatnya

{3) meningkatnya secara tajam jumlah kaum
proletaniat (Kuntjoro-Jakt, 1986 : 2).

Hasil studi Egbert de Vnes terhadap
pertanian dan  kemiskinan di Jawa
menonjukkan  bahwa | ditingan dari
pnhundmgm pmdaputm petani  dan

tukar barang-barang yang

dibeli oleh petani dalam  memenuhi
kebutuhan hidup subsisten-nya nampak
bahwa  kesejahteraan  petani  sedang
mengalami  kemunduran.  Kesimpulan i

memburuknya kualitas hidup petam (Vries,
1985 : 70-71); dan akibat terbesar dari
keadaan perckonomian yang berada di
ambang kehancuran  ini ditanggung oleh
rakyat kecil (Mubyarto, 1987 : B0-E1)

Harapan akan (lerciptanya pemerataan
(terutama pemerataan kepemilikan tanah,
sebagai faktor produksi bagi petani) muncul
ketika lahir Undang-Undang Pokok Agrana
Tahumn 1960, karena melalui UU tersebut ada
peluang unmk kembali memiliki tanah bagi
penduduk vang kala itu tidak lagi memeiliki
tanah. Akan tetapi UU tersebut tidak dapat
diimplementasikan sesuai rencana, dan gagal
dalam mengupayakan terciptanya pembagian
tanah (Utrecht, 1969, Soetrisno, 1991; Fauz,
1999), Pada tabun 1965 tuan lanah vang
mempunyai anggota kelumrga 4,5% dan
jumlah penduduk, menguasai 47,77% tanah;
dan petani miskin yang anggota keluarganya
66,29% dari  jumlsh pendoduk hanya
menguasai 23,17% lahan (Laporan Menteri
Apruria, 1957, dalam Fa_lxzi. 1999).

Periode Orde Baru (1966-1997)

Pada masa awal pemerintahannya, Orde
Baru cenderung menerapkan demokrasi
liberal (Siregar, 1983 - 2), Tetapi antara tahun
1966-1969 Orde Baru berusaha membangun
kekuatan agar kelak pemerintahannya tampil
sebagai penguasa kual yang mmam
mengontrol  semua  proses
indonesia. Im  dilakukan dalam h.-mmk
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emaskulasi terthadap partai-partai  besar
warisan Orde Lama sambil membentuk
partainya sendin Golongan Karya (Golkar)
serta penggarapan terhadap UU Nomor 15
dan 16 Tahun 1969 tentang Pemilu dan
Susduk MPR/DPR/DPRD, untuk
itu (Mahfud, 1998 : 314). Kedua UU terscbut
mengangkat 1/3 anggota MPR dan lebih 175
anggota DPR. Pada saat imlah konfigurasi
politik mulai bergeser ke arah otoriter. Hasil
pemilu 1971 yang memberikan kursi 62.8%
kepada Golkar semakin menguatkan posisi
yang sama tclah mengurangi kemampuan
oposisi terhadap i bagi organisasi-
orgamisasi sipil (Crouch, 1988 : 271), dan
kemenangan itulah yang menghantarkan
Golkar sehagai partai hegemomik (Gaffar,
1992 : 186), vang kemudian bersama ABRI
mengendalikan jalannya pemerintahan secara
dominan Pada tahap sclanjuinya Orde Bam
tampil schagai pemeriniahan oforiter yang
dikembangkan melalui koersi dengan
berusaha meningkatkan dukungan dan dalam
sambil membual pihak luar tetap tersudut
(Liddle, 1992 : 201). Jadi Orde Baru bukan
rezim demokratis (Mahfud, 1998 : 315).

Pada konfigurasi politikk demikian di
masa awal Orde Baru lahir kebijakan PMD
yang berkarakter responsif, terutama pada
masa transisi, masa Pelita 1 dan Pelita 1I;
tetapi kemudian mulai Pelita 111 karakier
kebijakan PMD bergerak ke arah ortodoks,
dan akhimya tampil scbagai kebijakan yang
berkarakier “ortodoks terselubung”, yakni
kebijakan yang berkarakter ganda antara
responsif dan ortodoks.
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Pada Pelita 1 dan Tl program PMD

pembangunan
ymtuPnunknﬂnitahnﬂPuimngwmdm
Kepres Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pelita
1, mgm:mukhnrﬂtmpadlpmﬁmsm
&Mdmmhhmmiuml
pmtmgf'MDpudammmmdi;nﬁ (1
Lahimya Bantuan Pembangunan Desa atan

yang terkenal dengan Inpres Desa, yakmi

bantuan langsung kepada setiap desa sebesar
Rp.100.000,00 per desa (Keputusan Bersama
Mendapri dan Menken Nomor 43 Tahun
1969). (2) Melalui Surat Keputusan Presiden
Nomor £1 Tahun 1971 Lembaga Sesial Desa
(LSD) yang semula bemaung di bawah
Departemen Sosial dialihkan wewenang dan
tugas pembinaannya kepada Depariemen
Dalam Neperi yang pelaksanannya dilakukan
oleh Digen PMD. LSEI' pada dasamya

ﬁm&mmmmmm
menuju desa swasembada (Pidato Mendagri
dalam Raker Gubernur, 26 Maret 1973).
Bersamaan dengan itu ditetapkan Pembinaan
Kesejahteraan Kelnarga (PKK) sebagai salah
satu kegiatan LSD. (3) Ditetapkannya Unit
Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) sebagai
salah satn pendekatan dalam PMD, dimana
dalam UDKP pembangunan diarahkan
kepada suatu wilayah administrasi tertentu
schesar satu kecamatan, tempat diseleng-
garakannya kegiatan pembangunan secara
m:nyahm:ammhumepfnmgmudﬂumf
Development (Depdagr, 1969 : 74), Pada
masa ini ada keinginan untuk menancapkan
PMD dalam struktur birokrasi; dan lahimya
UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemenniahan di Dacrah memberikan
legitimasi atas gagasan ini.
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Terciptanya  stabilitas  nasional dan
tersedianya dana pembangunan dalam jumlah
vang cukup menjelang Pelita 1T menghantar
PMD mengalami perkembangan yang pesat
Pada saal ilu pemenntah menginginkan
ierciplanya struktor kelembagaan PMD yang
terpusal guna menpefektifkan pengendalian
dan memperkokoh otoritasnya. Keinginan ini
ditandsi dengan lahimya UU No 5 Tahun
1979 temtang Pemerintahan Desa scbagai
pasangan UU No 5 Tahun 1974, Sejarah
mencalal baiwa dos UU  milah  yang
membawa PMD pada wmodelnya yang
seniralistis, Konotasi kedua UL tersebmt
dalam PMD adalah dicangkokkinnya PMD
dalam stroktur  birokrasi  pemerintaluin
dengan segala hirrkinya. Kepala dacnih baik
pada Tingkal | mavpun I memiliki
kewenangan penuh  atas  penyelengaraan
pembangmman scgala bidang di daerah yang
menjadi oloriasnya, fermasuk
penvelengenman  PMD.  Kewenangan i
menyangkut  kewenangsn  penyvosunan
renching, - pengendalian implementasi,
evaluasi maupun penvasunan umpan balik.

Melalm Kepres Nomor 28 Tahun 1980
LSD dirubah memadi Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa (LKMD), dan bahwa
LEMD diketum oleh Kepala Desa (Pasal 6
Kepmendagri Nomor 225 Tahun 1980)
Dalam  format  kelembagaan  demikian
pemerintah  optimis  LKMD  dapat
menjalankan fungsinya dalam PMD, akan
tetapi sejumiah studi menyebutkan bahwa

pelaksanaan PMD (Kepmendagn Nomor 18
Tahun 1984),

Pada Pelita 1V dilakukan penataan
terhadap kelembagaan PMD dalam rangka
membangun  format  kelembagaan  yang
terpusat (Kepmendagn Nomor 22 Tahun
1986), Sebelum T, pemerintah
mengelnarkan Kepres Nemor 27 Tahun 1980
tentang Pendirian Bappeda Dati Il sebagm
kelengkapan Kepres Nomor 15 Tahun 1974
tentang  Pendirion Bappeds Dati 1 Dua
Kepres imi dirancang uniuk menciptakan
mekanisme  perencanaan  pembangunan
(termasik PMD) yang terpusst karena
lembaga ini bertugas untuk mengkoordinir
percnGnan pcmhungumn dt  dacrah
kerjamya  masing-masing.  Sciring hal ini
dimunculkan gngasan perunyt boffom-up
planning (Inmendagri Nomor 4 Tahun 1981).
Mamun gagasan boffom-up planming yang
dimaksud oleh Inmendagri tersebut diduga
sebagai bottom-up planning yang terkendali
dan terpusat (Soetrisno, 1991). Pada masa i
diluncurkan pula ~stbuah  progmam yang
terkenal dengan  “Program Masuk Desa”,
vang memberi tempat pada  ABRI untuk ikut
FMD dan

menju  dimulainya masa PJP-IL. Banyak
kajian-kajian yang mengevaliasi  kinerja
pmnhangummm&hnupmm.hdn
saal itu ada dua macam evuluasi yang
berkembang, yaitu evaluasi yang dilakukan
oleh pemerintah dan oleh publik. Pro kontra

52



Kanfigurasi Poliik, Karakter Kebijkan, Dan Penanggulangan Kemisianan [Eny Haryat, | Nasikuni Mosarto Tjokrowinata)

itulah pemerintah laln mengeluarkan program
langsung  (direcr-aftack) yakni proyek
Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT)
pada pertengahan Pelita V dan kemudian
Impres Desa Tertinggal (IDT) pada tahum
terakhir  Pelita V. Program  tersebul
mm:p&km program pembangunan  yang

langsung  diarahkan  kepada
mlﬂyamkalmahn_

Pada pelita VI program-program PMD
makin mendapat sorotan tajam dan publik
Ini lebih karena makin manifesnya problema
kemiskinan dan ketimpangan (Dewanta,
1995), Kajian-kajian kritis yang
fenomena  kemiskinan dan  ketimpangan
makin mendominasi wacana publik. Kritik
dan sorotan tajam yang dialamatkan kqnda
pemenniah  terkait
pembangunan  (termasuk PMD)
mercbak, kendati jumlah penduduk miskin
pada saatl ilo dinyatakan telah twrun hmgga
mencapai 22,5 juta jiwa (BPS, 1998). Ini
febih karena masalah ketimpangon yang
nampakoya tidak lag dapat  ditolaransi,
meliputi ketimpangan pendapatan,
ketimpangan kesempatan kerja dan nilai
tukar, ketimpangan desa-kola, ketimpangan
regional. ketimpangan penguasaan  aset
produksi (Thamrin, 1995 : 130-131),
Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada masa Demokrasi Liberal berlaku
kofigumasi politik demokratis, pada masa it
inhir lkebijakan PMD yang berkarnkter
responsaf, akan fetapn ditkuti oleh tdak

efektifoya  penanggulangan  kemiskinan,
Vanabel yang dapat menjelaskan
ketidakefektifan imi adalah  “wakiu”,

33

Imllmhnnqapmiﬂuglmndnlmshh

* makro sedang buruk.

Pada masa Orde Bam berlakn
konfigurasi politik otoriter terselubung atau
berkarakter panda (otonter dan responsif)
ditandai : (1) mula-mula kebijakan PMD
berkarakier responsif, kemudian bergerak ke
arah otoriter, (2) kebijakan mempunyai orien-
tasi ganda, antar kepentingan masyarakal
miskin dengan kepentingan pemerintah (3)
program-programnya  berkarakter responsif
pada tingkat formulasi dan berkamakter
ortodoks pada tingkat implementasi Pada
masa ini kebijakan dilaksanakan di rentang
wikin vang relitf panjang (lebih dan 25
iahum), difkuti oleh kinerja pembangunan
makro yang relatif bagns  (ditanda
pertumbohan ckonomi rata-rata 6-7% per
tahun). Penangpulangan kemiskinan pada
masa ini efekuf dalam menurunkan jumlah
penduduk miskin, teiapi tidak efekiif dalam
menciplakan pemerataan dan  ketahanan
penduduk terhadap kemiskinan.

Berangkat  dari  fakia  ini dapat
disimpulkan - pertama, konfigursi politik
otoriter  melahirkan  kebijakan PMD
berkarakier oriodoks, dan bérpengaruh
negntif terhadap cfektiviias pennnggulangan
kemiskinan. Kedua, konfigurasi politik
demokratis  melahirkan  kebijakan PMD
berkarnkter responsif, akan tetnpn kamakier
responsif  saja tidak  cokup  untuk
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responsifl juga kinerja pembangunan dalam
skala makro yang baik, dan dilaksanakan di
rentang waktu relatif Lima (minimal § tahun)
dan kemudian secara (erus-menerus.

Tesis yang dapal menjawab perlanyaan .
“Mengapa pada tahun 1998,  setelah
kebijakan PMD  (seinng  kebijakan
pembangunan lain dalam skala makro) begitu
lama diimplementasikan, upaya
penanggniangan kemiskinan belum efektif™
adalsh karema di sepanjang tiga Faman
terschut  penanggulangan kemiskinan tidak
pernah efektif. Pada masa Orde Bam
memang efektif, tetapi hanya pada penunman
Juml.ﬂ: penduduk miskin, dan tidak pada

pemerataan  dan  ketahanan
pmdm!n'k terhadap kemiskinan (lenitama
bagi penduduk yang tepat berada di garis
kemiskinan dan sedikit berada di atas garis
kemiskinan).
berpeluang mencapai tingkat efektivitas yang
tinggi apabila sckurang-kurangnya berada
pada empat pilar : (1) konfigurasi politik
demokratis, (2) karakter kebijakan PMD
vang mesponsif, (3) kinerja pembangunan
dalam skala makro vang baik, dan (4)
dilaksanakan di rentang wakin yang culmp
lama secam terus-mencnis.
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